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Pada 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan, menandai berakhirnya era 
kolonial. Jika pada masa kolonial pembangunan hanya mengakomodasi kepentingan elit tertentu, 
pembangunan pasca kemerdekaan seharusnya lebih inklusif dan berkeadilan. Artikel ini mengkaji sejauh 
mana perencanaan wilayah dan kota dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan 
di Indonesia.

Analisis dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tata ruang 

berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan. 
Kebijakan tata ruang juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, 
dan berkeadilan, terutama di tengah laju urbanisasi yang semakin pesat. Kementerian ATR/BPN sendiri 
menekankan pentingnya tata ruang sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui mitigasi risiko 
bencana, kolaborasi lintas sektor, penegakan hukum, serta pemberdayaan pemerintah daerah.

Pendekatan perencanaan tata ruang yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem regulasi atau 
regulatory planning. Model pendekatan ini berasal dari Amerika Serikat dan Eropa pada awal abad ke-
20,dan kemudian diadopsi juga di beberapa negara berkembang (Purwanto et al., 2017). Regulatory 
planning  mengedepankan rencana penggunaan lahan terperinci untuk 20 tahun ke depan, dan hingga 
kini masih menjadi pendekatan dominan di berbagai negara berkembang. Sistem regulasi ini, yang juga 
dikenal sebagai perencanaan rasional,merupakan warisan dari era kolonial dan berfungsi untuk mengatur 
penggunaan lahan sesuai dengan rencana induk (masterplan). Penyimpangan dari rencana induk hanya 
diperbolehkan apabila sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rencana induk tersebut mencerminkan 
pemikiran urban Eurocentric, yang lebih fokus pada penghapusan permukiman informal, ruang terbuka 
hijau, dan bangunan vertikal (Watson, 2009b).

Di Indonesia, sistem perencanaan telah berkembang sejak era kolonial pada awal abad ke-20, dengan 
fokus yang berbeda dari setiap rezim pemerintahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 
No. 26/2007) yang mengatur perencanaan spasial, 3 (tiga) kebijakan perencanaan sebelumnya diterapkan 
oleh rezim-rezim berbeda. Pemerintah kolonial Belanda pada 1926 fokus pada pengembangan industri, 
rezim pasca-kolonial 1948 menitikberatkan perbaikan permukiman di Jawa, dan Orde Baru 1992 
memperluas cakupan perencanaan ke luar Jawa (Tabel 1).
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Sistem perencanaan terbaru di Indonesia, sesuai dengan UU No. 26/2007, mengadopsi filosofi 
pengelolaan lahan dari Amerika Utara dengan zonasi ketat dan kode untuk mengendalikan pertumbuhan 
(Hudalah & Woltjer, 2007). Undang-Undang ini mendefinisikan perencanaan spasial sebagai pola dan 
struktur spasial, di mana pola spasial mengatur alokasi ruang untuk konservasi dan budidaya, sementara 
struktur spasial mencakup pusat pemukiman dan jaringan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial 
dan ekonomi.

Sistem perencanaan regulasi/rasional mungkin tidak efektif dalam menangani masalah perkotaan di 
negara berkembang, seperti lingkungan tidak sehat dan bangunan berkualitas rendah. Pendekatan top-
down ini mengasumsikan bahwa perencana tahu segalanya, tanpa memberi kesempatan bagi masyarakat 
untuk menentukan perkembangan habitat mereka (Purwanto et al., 2017). Beberapa ilmuwan (Fekade, 
2000; Todes, 2012; van der Molen, 2015; Watson, 2009b) berpendapat bahwa metode perencanaan 
konvensional di negara berkembang, yang didorong oleh ahli dan bersifat top-down, tidak mendukung 
mata pencaharian berkelanjutan dan tidak dapat mengatasi perubahan sosial dan ekonomi serta 
pertumbuhan populasi. Penerapan perencanaan induk dengan regulasi dan pengendalian penggunaan 
lahan justru memperburuk masalah perkotaan dan gagal mengatasi isu-isu seperti fragmentasi spasial, 
informalitas, urbanisasi cepat, ketimpangan, dan kemiskinan (e.g. Fekade, 2000; Todes, 2012; van der 
Molen, 2015; Watson, 2009b).

Sistem perencanaan regulasi di negara berkembang mungkin tidak efektif dalam mengatasi masalah 
perkotaan. Watson (2009b) berpendapat bahwa perencanaan regulasi, yang diimpor dari Barat, tidak 
dirancang untuk menangani isu khas negara berkembang seperti pertumbuhan populasi cepat, 
kemiskinan, dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, rencana induk dari era kolonial sering diterapkan 
kembali tanpa mempertimbangkan masalah kota kontemporer. Sistem zonasi, yang diwarisi dari 
kolonialisme, mempromosikan cita-cita perkotaan Eurocentric dan mendukung segmen masyarakat 
berpendapatan menengah hingga tinggi, sementara menghalangi komunitas berpendapatan rendah. 
Pendekatan ini menyebabkan hukum perkotaan yang elit, memaksa warga berpendapatan rendah untuk 
hidup di luar hukum (see: Hall, 1988; Lategan & Cilliers, 2017; Watson, 2009a). Banyak kota di Asia, Afrika, 
dan Amerika Latin, yang mewarisi sistem kolonial, memiliki peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
mayoritas penduduk (Devas, 2001).

Ideal Eurocentric dalam perencanaan menyebabkan pelabelan lingkungan binaan modern sebagai 
formal dan yang tidak memenuhi kriteria sebagai informal (Kamete, 2013). Informal dianggap ilegal, 
kacau, dan kumuh oleh pemerintah (Revell, 2010). Meskipun era pasca-kolonial seharusnya menggantikan 
pendekatan formal/informal, banyak pemerintah pasca-kolonial tetap mempertahankan pendekatan ini, 
bahkan menciptakan sistem perencanaan yang lebih kaku daripada masa kolonial (Njoh, 2017). Beberapa 

pejabat di negara berkembang menganggap 'pembangunan' sebagai urbanisasi dan industrialisasi, 
serta mengecualikan pengetahuan adat, dengan pembangunan ala Barat dianggap sebagai tujuan 

[ TABEL 1 | EVOLUSI SISTEM PERENCANAAN RUANG INDONESIA ]
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akhir (Liu et al., 2020).
Di Indonesia, permukiman kampung sering dianggap kumuh karena tidak memenuhi standar 

lingkungan binaan barat, seperti lebar jalan yang tidak bisa dilalui mobil atau pemukiman di atas air 
atau sempadan sungai. Padahal, hal ini bisa mencerminkan kearifan lokal yang sesuai dengan tantangan 
lingkungan tropis. Contohnya, rumah panggung melindungi dari banjir, sementara rumah bergaya barat 
terbuat dari bata dan menapak di tanah justru terendam genangan air. Permukiman kampung di sempadan 
sungai sering dilabeli ilegal karena bertentangan dengan rencana tata ruang yang mengharuskan area 
tersebut steril dari permukiman. Akibatnya, proyek infrastruktur pemerintah tidak dapat dibangun di 
kawasan kampung dan memperburuk kondisi lingkungan yang dihuni masyarakat marjinal. Hal ini 
mencerminkan bagaimana kebijakan tata ruang dan pembangunan masih dipengaruhi oleh standar 
kolonial yang belum tentu sejalan dengan kearifan lokal Indonesia.

Alternatif Kebijakan
Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengatasi ketidakefektifan perencanaan regulasi di 

negara berkembang. Menurut Lategan and Cilliers (2017), ide-ide perencanaan perkotaan yang diwariskan 
dari era kolonial, seperti Eurocentrism dan dikotomi formal-informal, perlu disesuaikan dengan konteks 
negara berkembang. Koizumi (2009) berpendapat bahwa keterbatasan metodologi perencanaan rasional 
seperti regulatory planning menyebabkan transformasi dalam teori perencanaan. Konsep perencanaan 
alternatif, seperti perencanaan advokasi atau advocacy planning yang mendorong perencana untuk 
mengadvokasi berbagai kepentingan, serta perencanaan transaksional dan negosiasi yang menekankan 
dialog politik, telah muncul untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas (Koizumi, 2009, p. 8).

Rekomendasi Kebijakan
Van der Molen (2015) mengusulkan sistem perencanaan spasial baru untuk mengelola permukiman 

informal, seperti perencanaan spasial strategis atau strategic planning yang mengembangkan inovasi 
perencanaan. Perencanaan ini menggantikan pendekatan konvensional yang bergantung pada rencana 
induk untuk penggunaan lahan. Healey (1997) menyatakan bahwa perencanaan spasial strategis 
melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan rencana untuk menghasilkan strategi pengelolaan 
perubahan spasial yang lebih baik. Strategic planning tidak memaksakan penetapan masterplan berumur 
puluhan tahun yang wajib diikuti namun sangat sulit direalisasikan sesuai rencana. Rencana dapat dibuat 
hanya ketika proyek pembangunan pada suatu lokasi akan dilakukan dan partisipasi kolaboratif masyarakat 
yang menempati lokasi pembangunan menjadi prasyarat utama untuk membentuk rencana tersebut.
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